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ABSTRAK 

Kalimantan Barat merupakan salah satu daerah yang masih sering dilanda permasalahan banjir. Perubahan tutupan 
lahan, deforestasi hutan khususnya tipe riparian, dan alih fungsi lahan gambut menjadi permukiman memberikan 
dampak besar berupa kerusakan siklus hidrologi alami yang mampu meningkatkan kuantitas dan intensitas kejadian 
banjir. Kondisi lingkungan alami yang rawan terhadap banjir akan diperparah oleh alih fungsi lahan yang tidak tepat 
menjadi permukiman. Penelitian ini akan mengkaji faktor – faktor apa saja yang mengakibatkan kerawanan banjir di 
permukiman semakin meningkat di Kalimantan Barat. Upaya mitigasi apa saja yang perlu dilakukan untuk mencegah 
banjir. Analisis data yang dilakukan berbasis geographic information system (GIS). Metode kajian ini dengan cara 
tumpang susun dan skoring. Hasil penelitian ini mengungkap bahwa luas permukiman terbangun di Kalimantan Barat 
yaitu sebesar 101.149,58 ha. Terindikasi bahwa permukiman terbangun yang rawan banjir sekitar 92.963,76 ha. 
Artinya, 92% wilayah permukiman di Kalimantan Barat berada di wilayah rawan banjir. Kejadian banjir di Provinsi 
Kalimantan Barat dalam lima tahun terakhir dari tahun 2018 hingga 2022 sebanyak 139 kejadian banjir dengan pola 
yang berulang setiap tahunnya. Faktor penyebab terjadinya banjir di Kalimantan Barat umumnya terjadi karena 
intensitas curah hujan yang tinggi, kemiringan lereng, tinggi elevasi, serta dampak perubahan tutupan lahan hutan 
menjadi non hutan dalam waktu panjang. 

Kata kunci:  Banjir, Permukiman, Mitigasi, perubahan tutupan lahan 

ABSTRACT 

Flooding remains a recurrent environmental challenge in West Kalimantan, Indonesia. Land-cover changes, 
deforestation on particularly within riparian zones and the conversion of peatlands into residential areas have 
significantly disrupted the natural hydrological cycle, thereby intensifying both the frequency and severity of flood 
events. Such environmental vulnerability is further exacerbated by inappropriate land-use practices that increase 
settlement exposure to flood hazards. This study aims to identify the key factors contributing to flood vulnerability in 
residential areas of West Kalimantan and to evaluate appropriate mitigation measures. A Geographic Information 
System (GIS)-based analysis was employed using overlay and scoring techniques. The results indicate that the total 
built-up residential area in West Kalimantan covers approximately 101,149.58 ha, of which 92,963.76 ha (92%) are 
located in flood-prone zones. Between 2018 and 2022, a total of 139 flood events were recorded, demonstrating a 
recurring annual pattern. The findings highlight that high rainfall intensity, slope gradients, elevation levels, and long-
term deforestation are the primary drivers of flooding in the region. 
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1. PENDAHULUAN 
Banjir merupakan peristiwa yang terjadi akibat 

fenomena alam. Banjir umumnya terjadi dikarenakan 
curah hujan yang tinggi serta kurangnya kapasitas 
badan air seperti sungai atau saluran drainase untuk 
menampung dan mengalirkan air dengan cukup 
(Astuti  et al., 2018.). Provinsi Kalimantan Barat sering 
terjadi banjir yang melanda Kabupaten dan Kota 
terutama pada musim penghujan, hal ini dianggap 
sebagai masalah yang serius karena kejadian bencana 
banjir telah meningkat pesat dalam beberapa tahun 
terakhir (Rakuasa et al., 2022). Bencana banjir dapat 

menyebabkan berbagai macam kerusakan. Kerusakan 
akibat bencana banjir memiliki dampak yang sangat 
merugikan masyarakat dengan demikian perlunya 
dilakukan upaya pencegahan untuk bencana banjir 
(Muin & Rakuasa, 2023). Kejadian banjir berasal dari 
luapan sungai yang terjadi hampir setiap musim 
penghujan di wilayah Indonesia tiba, genangan yang 
terjadi akibat banjir dikategorikan sebagai bencana 
karena telah mengganggu aktivitas sehari-hari 
masyarakat  (Wibowo et al., 2019). Beberapa jenis 
Banjir antara lain banjir kiriman yang terjadi karena 
terjadi banjir di daerah tertentu, serta banjir lokal 
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yang terjadi karena hujan (Hamdani et al., 2016), 
sehingga mengakibatkan limpasan air hujan mengalir 
dari wilayah yang tinggi menuju ke yang rendah 
dalam waktu yang singkat (Kaharu et al., 2022). 

Pertumbuhan jumlah penduduk Provinsi 
Kalimantan Barat mengalami peningkatan yang 
berpengaruh terhadap kebutuhan lahan untuk 
kawasan permukiman. Semakin bertambahnya area 
permukiman sebagai lahan terbangun dapat 
mengakibatkan hilangnya lahan pertanian dan 
kawasan hutan. Pertumbuhan permukiman menjadi 
faktor utama berkurangnya lahan pertanian (Hou et 
al., 2021) Perubahan ini juga dipicu tekanan ekonomi 
dan perubahan perilaku petani di wilayah peri-urban 
(Zhou et al., 2021). (Molla et al., 2024) juga 
menambahkan bahwa ekspansi permukiman kota 
menyebabkan penurunan signifikan luas pertanian 
sejak 1980-an. Pola alih fungsi lahan pertanian 
menjadi permukiman di tepi kota berkaitan dengan 
akses infrastruktur (Kocur-Bera & Pszenny, 2020).  
Penurunan luasan sawah mengakibatkan 
berkurangnya kapasitas retensi air dan fungsi 
ekosistem penahan limpasan (Hao et al., 2015), 
sementara di Jepang menemukan bahwa pengabaian 
lahan pertanian mengurangi kemampuan sawah 
menahan air hujan yang berperan penting dalam 
mitigasi banjir (Osawa et al., 2025). Model hidrologi 
menunjukkan bahwa sawah mampu menahan debit 
puncak banjir secara signifikan sehingga 
penurunannya berdampak langsung pada kenaikan 
risiko genangan di permukiman (Nihei et al., 2024). Di 
sisi lain, bahwa sawah yang hilang atau rusak akan 
memperburuk kejadian banjir permukiman baru di 
sekitarnya (Ibrahim & Balzter, 2024;Singha et al., 
2020).  

Penebangan hutan di zona riparian dan konversi 
lahan gambut untuk permukiman dan infrastruktur di 
Sumatra dan Kalimantan berdampak mengurangi 
kapasitas penyimpanan air tanah dan permukaan, 
serta mempercepat limpasan dan puncak debit 
sungai, serta memicu penurunan muka tanah. Selain 
itu, proyek kanalisasi yang meningkatkan frekuensi 
dan dampak banjir pada permukiman bantaran (Heo 
et al., 2024). Dampak negatif lainnya yaitu terjadinya 
degradasi dan drainase lahan gambut sehingga 
mengubah rezim hidrologi setempat yang 
meningkatkan banjir yang lebih parah (Nguyen et al., 
2024). Pembangunan infrastruktur besar dan jalan di 
kawasan permukiman mengakibatkan perubahan tata 
guna lahan dan fragmentasi tutupan hutan yang 
memperparah aliran permukaan suatu wilayah 
menjadi meningkatkan intensitas kejadian banjir 
(Spencer et al., 2023). Kondisi ini yang mengakibatkan 
bencana alam, salah satunya banjir (Syafitri & 
Rochani, 2022). 

Permukiman umumnya memiliki tingkat 
kepadatan penduduk yang tinggi (Aguspriyanti et al., 
2020). Permukiman adalah kelompok rumah yang 
berfungsi sebagai tempat tinggal bersama dengan 
berbagai fasilitas-fasilitas pendukung (Ervianto, 
2019). Meningkatnya pembangunan permukiman 

yang berada di pinggir sungai dapat mengakibatkan 
erosi serta juga dapat mengakibatkan bencana banjir 
(Rahmanto & Parahyangan, 2023). Di Kalimantan 
Barat dan di berbagai bagian Sumatra, pertumbuhan 
permukiman di bantaran sungai mengakibatkan 
deforestasi riparian dan lahan gambut. Kondisi ini 
telah menurunkan kapasitas alami bantaran dan 
cekungan untuk menyimpan dan memperlambat 
limpasan, sehingga meningkatkan aliran puncak, 
frekuensi genangan, dan kerentanan permukiman 
terhadap banjir (Tarigan et al., 2018; Merten et al.) 

Upaya identifikasi kerawanan banjir dapat 
dilakukan dengan cara pemetaan dengan 
mengidentifikasikan berdasarkan letak geografisnya 
(Gunadi et al., 2015). Sistem informasi geografis (SIG) 
dapat digunakan untuk menganalisis jenis data 
berbasis spasial (Kasnar et al., 2019). Penggunaan 
sistem informasi geografis dapat dipadukan dengan 
peta dasar seperti peta administratif, topografi, guna 
lahan sehingga dapat memberikan informasi spasial 
seperti contohnya untuk pemetaan bencana banjir 
(Najib & Hidayat, 2009). 

Analisis banjir pada permukiman dan lahan 
bertujuan untuk mengidentifikasi luas area 
permukiman dan lahan terbangun yang rawan 
terhadap bencana banjir. Penelitian terhadap wilayah 
rawan banjir di Provinsi Kalimantan Barat dapat 
dijadikan sebagai langkah untuk mengurangi risiko 
dan mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana 
banjir di masa depan (Nella Wakhidatus et al., 2021). 
Analisis kerawanan banjir memberikan informasi 
mengenai risiko banjir di permukiman dan lahan 
terbangun di provinsi tersebut (Aziza et al., 2021).  

Penelitian ini mengidentifikasikan permasalahan 
berupa perubahan tutupan lahan, deforestasi hutan 
khususnya tipe riparian, dan alih fungsi lahan gambut 
menjadi permukiman memberikan dampak besar 
berupa kerusakan siklus hidrologi alami yang mampu 
meningkatkan kuantitas dan intensitas kejadian 
banjir. Kondisi lingkungan alami yang rawan terhadap 
banjir akan diperparah oleh alih fungsi lahan yang 
tidak tepat menjadi permukiman. Berdasarkan 
permasalahan tersebut, penelitian ini akan mengkaji 
faktor – faktor apa saja yang mengakibatkan 
kerawanan banjir di permukiman semakin meningkat 
di Kalimantan Barat. Penelitian ini juga bertujuan 
untuk mengidentifikasi luasan wilayah yang rawan 
banjir di Kalimantan Barat menggunakan Sistem 
Informasi Geografis (SIG).  Penelitian ini juga 
memberikan luaran berupa peta rawan banjir di 
permukiman Kalimantan Barat. 
 
2. METODE PENELITIAN 
2.1. Lokasi Penelitian 

Lokasi Penelitian ini dilakukan di Provinsi 
Kalimantan Barat, yang terdiri dari 14 kabupaten dan 
kota. Wilayah ini terbagi menjadi 174 kecamatan, 
yang mencakup total 2.151 desa/kelurahan. Secara 
keseluruhan, daratan Kalimantan Barat adalah 
dataran rendah yang dilintasi oleh banyak sungai. 
Provinsi ini memiliki luas wilayah sebesar 
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14.703.328,96 hektar (Bappeda Kalimantan Barat, 
2025). Gambar 1 merupakan peta Administrasi 
Kalimantan Barat. 

 

 
Gambar 1. Peta Administrasi Kalimantan Barat 

2.2. Data Penelitian  
Penelitian ini menggunakan data sekunder antara 

lain: (1) Peta administrasi Provinsi Kalimantan Barat, 
(2) Peta rawan banjir Kalimantan Barat (3) Peta 
permukiman dan lahan terbangun Provinsi 
Kalimantan Barat 2023 (4) Titik lokasi banjir Provinsi 
Kalimantan Barat 5 tahun terakhir (2018-2022) (5) 
Dara curah hujan (2024) (6) Peta kemiringan lereng 
Provinsi Kalimantan Barat (7) Peta elevasi Provinsi 
Kalimantan Barat (8) Peta muka bumi Provinsi 
Kalimantan Barat (9) Peta Penggunaan Lahan 
Kalimantan Barat Tahun 2024.  

Tabel 1. Macam Data dan Kegunaannya 
Data Kegunaan 
Permukiman dan lahan 
terbangun 

Untuk mengetahui luasan 
permukiman dan lahan terbangun 
yang berada di Provinsi Kalimantan. 

Rawan Banjir Untuk mengetahui luasan daerah 
rawan banjir Provinsi Kalimantan 
Barat. 

Penggunaan Lahan 2024 Untuk Mengetahui penggunaan 
lahan Kalimantan barat tahun 2024 

Titik Banjir 2018-
2022 

Untuk mengetahui titik dan pola 
terjadinya banjir di Kalimantan 
Barat lima tahun terakhir 2018-
2022 

Curah Hujan 2024 Untuk mengetahui curah hujan 
Provinsi Kalimantan Barat tahun 
2024 

Kemiringan Lereng Untuk mengetahui kemiringan 
Provinsi Kalimantan Barat 

Elevasi Untuk mengetahui elevasi 
Kalimantan Barat 

Muka Bumi Untuk mengetahui bentuk muka 
bumi Provinsi Kalimantan Barat 

 
2.3. Metode Overlay dan Scoring 

Metode tumpang susun (Overlay) merupakan 
penyatuan dan pemisahan dari beberapa lapisan 
Shapefile ataupun layer yang berbeda. Metode Overlay 
mempunyai sejumlah tools yang dapat digunakan 
untuk menggabungkan atau memisahkan peta 
diantaranya dissolve, merge, clip, intersect, dan union 

(Larasati, 2017). Jenis overlay yang digunakan dalam 
penelitian ini ialah intersect yang merupakan operasi 
untuk menggabungkan dua atau lebih layer untuk 
menghasilkan data dan atribut dari kedua layer 
(Ningrum & Ginting, 2020). Metode Scoring atau 
pembobotan merupakan metode yang digunakan 
untuk memberikan skor untuk tiap-tiap kelas 
terhadap parameternya. Penentuan skor berdasarkan 
pengaruh kelas dari suatu kejadian. Semakin besar 
pengaruhnya terhadap suatu kejadian, maka nilai dari 
skornya semakin tinggi (Wisnawa et al., 2021). 

Penentuan parameter (variabel) untuk 
menentukan kerawanan banjir di Kalimantan Barat 
dengan melakukan pembobotan. Parameter yang 
digunakan adalah kemiringan lereng, penggunaan 
lahan, dan curah hujan. Tabel 2 merupakan penentuan 
bobot.  

Tabel 2. Penentuan Bobot Kerawanan Banjir 
No Parameter Bobot 
1 Kemiringan Lereng 0,4 
2 Penggunaan Lahan 0,3 
3 Curah Hujan 0,3 

Total 1 
Sumber: Modifikasi dari Drobne & Lisec (2009) 

 
         Pada Tabel 2 ditentukan pemberian kelas dari 
ketiga parameter tersebut, masing-masing memakai 
skor 1, skor 2, dan skor 3. Perhitungan skor akhir 
dilakukan dengan menjumlahkan perkalian antara 
bobot, parameter, dan kelasnya, sehingga rumusnya 
dimodifikasi dari Drobne & Lisec (2009) sebagai 
berikut: 
 

Skor Akhir = (bobot lereng x skor lereng) + 
(bobot PL x skor PL) + (bobot hujan x skor hujan) 

 
Rumus di atas pada dasarnya merujuk pada metode 
Weighted Linear Combination (WLC) dalam kerangka 
Multi-Criteria Decision Analysis (MCDA) berbasis GIS 
Drobne & Lisec (2009). Sebaliknya, pedoman resmi 
kebencanaan Indonesia berdasarkan Perka BNPB No. 
2/2012 menggunakan rumusan untuk mengetahui 
Risiko = Bahaya × Kerentanan / Kapasitas, 
sedangkan rumus WLC untuk menentukan tingkat 
kerawanan di GIS. 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1. Bentuk Muka Bumi 

Muka bumi merupakan istilah yang digunakan 
untuk menggambarkan permukaan fisik dari Bumi, 
yang mencakup berbagai fitur geografi seperti 
pegunungan, lembah, dataran, bukit, sungai, dan 
lautan (Juhadi, 2009). Tabel 3 merupakan klasifikasi 
bentuk rupa bumi Provinsi Kalimantan Barat. 

Pada Tabel 3 diketahui bahwa wilayah Kalimantan 
di Dominasi dengan dataran yang memiliki persentase 
41% (5,9 juta ha) dari 14 juta hektar yang merupakan 
luas Kalimantan Barat, dan diikuti oleh pegunungan 
dengan persentase 23%. Berikut ini peta rupa bumi 
Kalimantan Barat. Berikut peta rupa bumi Kalimantan 
Barat. 
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Tabel 3. Bentuk Rupa Bumi Kalimantan barat 
No Bentuk Muka Bumi Luas (ha) % 
1 Dataran 5.881.634,45 40,00 
2 Dataran Aluvial 621.309,44 4,23 
3 Lembah 195.586,81 1,33 
4 Pantai 39.040,88 0,27 
5 Pegunungan 3.414.909,04 23,23 
6 Perbukitan 1.826.960,24 12,43 
7 Rawa-Rawa 1.609.073,18 10,94 
8 Rawa Pasut 326.671,93 2,22 
9 Teras-Teras 693.189,89 4,71 

10 Jalur Kelokan 94.953,62 0,65 
TOTAL 14.703.328,96 100 

Sumber: Hasil Analisis, 2024  

 

 
Gambar 2. Peta Rupa Bumi Kalimantan Barat 

Pada Gambar 2 area dataran mendominasi 
Kalimantan Barat, untuk area dataran aluvial sebagian 
berada di wilayah pesisir dan sungai, jalur kelokan 
merupakan area yang memiliki kelokan, umumnya 
berada di sepanjang sungai, daerah pesisir 
Kalimantan Barat berada pada area rawa-rawa dan 
pantai, dan untuk area pegunungan dan perbukitan 
berada di bagian timur dan sebagian utara yang 
mencakup Kabupaten Kapuas Hulu, Sintang, dan 
Melawi. 

 
3.2. Penggunaan Lahan 

Penggunaan Lahan merupakan cara untuk 
mengelola dan memanfaatkan bentang alam pada 
suatu Kawasan. Penggunaan lahan memiliki banyak 
fungsi seperti mengurangi bencana alam contohnya 
banjir. Pengelolaan penggunaan lahan sangat efektif 
untuk mengurangi risiko dan dampak banjir yang 
akan terjadi. Tabel 4 berisi penggunaan lahan di 
Kalimantan Barat tahun 2024. 

Pada Tabel 4 dapat dilihat bahwa penggunaan 
lahan di Kalimantan Barat terbesar berada di sektor 
budidaya lahan pertanian berupa Pertanian Lahan 
Kering Campur dan Perkebunan. Sektor Pertanian 
Lahan Kering Campur dan perkebunan memiliki 
peranan besar terhadap pendapatan bagi masyarakat. 
Namun demikian, dampak negatif dinamika tutupan 
lahan hutan menjadi lahan pertanian tentunya akan 
memengaruhi dampak lingkungan, khususnya 
bencana banjir. Pencegahan banjir sangat dibutuhkan 
untuk menghindari banjir yang dapat merusak lahan 

pangan dan permukiman. Berikut ini peta 
penggunaan lahan Kalimantan Barat tahun 2024. 

Tabel 4. Penggunaan Lahan Kalbar 2024 
No Jenis Penggunaan Lahan Luas (ha) % 

1 
Hutan Lahan Kering 
Primer 

2.279.969,53 15,51 

2 
Hutan Lahan kering 
Sekunder 

2.018.649,98 13,73 

3 Hutan Tanaman 111.949,73 0,76 
4 Belukar 411.745,66 2,80 
5 Perkebunan 2.553.289,95 17,37 
6 Pemukiman 77.517,72 0,53 
7 Tanah Terbuka 253.330,02 1,72 
8 Badan Air 135.886,69 0,92 
9 Mangrove Sekunder 133.194,27 0,91 

10 Rawa Sekunder 1.105.894,88 7,52 
11 Belukar Rawa 650.089,66 0,00 

12 
Pertanian Lahan 
Kering 

134.269,39 0,91 

13 
Pertanian Lahan 
Kering Campur 

4.466.607,94 30,38 

14 Sawah 121.487,36 0,83 
15 Tambak 12.390,69 0,08 
16 Bandara/Pelabuhan 299,63 0,00 
17 Transmigrasi 7.295,44 0,05 
18 Pertambangan 96.568,30 0,66 
19 Rawa 131.277,88 0,89 
TOTAL 14.703.328,96 100 

Sumber: Bappeda prov Kalbar 2024 

 

 
Gambar 3. Peta Penutupan Lahan Kalimantan Barat Tahun  

2024 

Pada Gambar 3 menunjukkan bahwa wilayah 
pesisir Kalimantan Barat di dominasi oleh warna hijau 
yang menunjukkan Kawasan Perkebunan, juga 
terdapat kawasan hutan mangrove sekunder dan 
rawa sekunder. Tutupan lahan rawa sekunder 
terindikasi berupa gambut. Sedangkan kawasan 
tengah menunjukkan campuran penggunaan lahan 
yang bervariasi. Sebaran yang tidak homogen ini 
menunjukkan adanya aktivitas konversi lahan yang 
masif dari tahun ke tahun. Kawasan timur di dominasi 
oleh hutan lahan kering primer dan hutan lahan 
kering sekunder, hal ini sangat sejalan dengan status 
Kapuas Hulu sebagai jantung borneo yang memiliki 
kawasan hutan lindung dan taman nasional yang 
memiliki peran vital sebagai penopang ekosistem di 
Kalimantan Barat. 

Wilayah Kalimantan Barat beberapa dekade ini 
umumnya di dominasi oleh perubahan kawasan hutan 
dan non hutan menjadi perkebunan. Dominasi 
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peningkatan komoditas sawit ini sangat 
mencerminkan orientasi penopang pembangunan 
ekonomi Kalimantan Barat di masa depan. Namun 
demikian, salah satu dampak negatif perubahan 
penggunaan lahan dari Kawasan hutan menjadi 
Perkebunan dapat menurunkan daya serap air, 
sehingga dapat meningkatkan risiko dan intensitas 
banjir pada bagian hilir, seperti contohnya Kabupaten 
Mempawah dan Kabupaten Ketapang. Bahkan Kota 
Sintang secara geografis terletak di bagian hulu 
Kalimantan Barat, cenderung terjadi bencana banjir 
yang parah.  

Banjir besar di Kabupaten Sintang, Kalimantan 
Barat, merupakan bencana hidrometeorologi yang 
bersifat kompleks dan berulang setiap tahun akibat 
kombinasi faktor alamiah dan aktivitas manusia. 
Secara geomorfologis, wilayah Sintang berada di 
pertemuan Sungai Kapuas dan Melawi yang 
menyebabkan potensi genangan tinggi saat curah 
hujan ekstrem melanda wilayah hulu (Putra et al., 
2022). Analisis curah hujan ekstrem pada peristiwa 
banjir tahun 2021 menunjukkan anomali iklim 
dengan intensitas hujan di atas normal selama lebih 
dari dua minggu (Sutikno et al., 2025). Penurunan 
tutupan vegetasi akibat deforestasi dan alih fungsi 
lahan menjadi area perkebunan turut memperburuk 
kemampuan daerah tangkapan air dalam menahan 
limpasan permukaan (Irawan & Mulki, 2020). 
Dampak sosial dan ekonomi akibat banjir tersebut 
sangat besar, mencakup kerusakan permukiman, 
gangguan pendidikan, serta penurunan produktivitas 
masyarakat (Novianti & Jiu, 2024). 

 
3.3. Kemiringan Lereng 

Kemiringan lereng merupakan komponen 
penting untuk membangun permukiman. 
Permukiman yang dibangun di lahan dengan 
kemiringan tinggi menghadapi risiko lebih besar 
terhadap bencana (Setiawan et al., 2020). Kemiringan 
lereng memiliki kaitan yang erat dengan banjir, 
wilayah yang memiliki kemiringan yang curam dapat 
mengakibatkan banjir ketika terjadinya hujan, air 
cenderung mengalir cepat ke bawah tanpa meresap ke 
tanah dan akhirnya menjadi banjir pada wilayah 
permukiman sekitar (Darmawan et al., 2017). Berikut 
ini kemiringan lereng Provinsi Kalimantan Barat 

Tabel 5. Kemiringan Lereng Kalimantan Barat 
No Kelas Keterangan Luas               % 

1 0-8% Datar 492.631,15 3,35 
2 8-15% Landai  1.746.030,32 11,88 
3 15-25% Agak Curam 3.066.617,20 20,86 
4 25-40% Curam 3.449.336,12 23,46 
5 >40% Sangat Curam 5.947.480,13 40,45 

Luas 14.703.328,96 100 
Sumber: Hasil Analisis, 2024 

 
Pada Tabel 5 menunjukkan bahwa Provinsi 

Kalimantan Barat memiliki Kemiringan lereng yang 
sangat curam dengan 5,9 juta ha (40,45%) dari luas 
Provinsi Kalimantan Barat. Kemiringan lereng yang 
sangat curam di bagian timur (Kapuas Hulu) berfungsi 

sebagai "penyumbang" air yang besar ke wilayah 
dataran rendah di bawahnya. Saat curah hujan sangat 
tinggi, air mengalir deras dari lereng curam dan 
menumpuk di area elevasi rendah, yang 
mengakibatkan banjir. Faktor kemiringan lereng dan 
curah hujan tinggi saling berkaitan dan menjadi 
penyebab utama banjir yang berulang di wilayah 
tersebut. Gambar 4 adalah peta kemiringan lereng 
Kalimantan Barat. 

 

 
Gambar 4. Peta Kemiringan lereng Kalimantan Barat 

Pada Gambar 4 wilayah yang memiliki kemiringan 
lereng curam, sangat curam berada di wilayah bagian 
timur Kalimantan Barat, terutama Kapuas Hulu yang 
memiliki kawasan dengan kemiringan yang sangat 
curam, sedangkan untuk wilayah pesisir memiliki 
wilayah yang datar dan landai. Wilayah datar dan 
landai sangat cocok untuk pembangunan 
permukiman dan infrastruktur, sedangkan untuk 
wilayah curam dan sangat curam harus diperhatikan 
dengan khusus terutama dalam pengelolaan lahan 
untuk mencegah bencana. 

Kemiringan lereng berkontribusi besar terhadap 
kerawanan banjir di Kalimantan Barat, terutama di 
daerah dengan kombinasi tanah liat dan tutupan 
lahan terbuka (Miharja dkk., 2020). Daerah dengan 
lereng curam memiliki potensi bahaya banjir lebih 
tinggi dibandingkan daerah yang landai (Purwanto 
dkk., 2022). Kajian di Sub-DAS Kapuas Hulu 
menunjukkan bahwa kemiringan lereng antara 25–45 
% mempercepat aliran permukaan (runoff) sehingga 
meningkatkan potensi banjir pada wilayah dengan 
curah hujan tinggi (Simanjuntak dkk., 2023). 
Pramulya dkk (2021) juga menambahkan bahwa di 
Kota Sintang yang memiliki wilayah dengan lereng 
curam cenderung lebih rentan terhadap banjir 
bandang karena pengaruh percepatan limpasan, 
sedangkan daerah datar lebih sering mengalami 
genangan yang lama karena akumulasi air 
permukaan. Kemiringan lereng curam tidak hanya 
memperbesar kecepatan aliran air hujan menuju 
sungai tetapi juga meningkatkan potensi erosi dan 
sedimentasi di bagian hilir, yang pada akhirnya 
memperparah risiko banjir di kawasan rendah 
Kalimantan Barat. 
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3.4. Curah Hujan 
Air yang turun di suatu tempat dalam waktu 

tertentu disebut curah hujan. Data curah hujan 
digunakan untuk mengetahui kemungkinan banjir. 
Curah hujan diperlukan untuk merancang strategi 
penanggulangan banjir. Curah hujan yang tinggi 
meningkatkan potensi banjir di suatu area, sementara 
penurunan curah hujan mengurangi risiko terjadinya 
banjir di tempat tersebut (Darmawan et al., 2017). 
Indonesia merupakan salah satu negara yang berada 
di wilayah tropis yang memiliki curah hujan yang 
tinggi (Aditya et al., 2021) Banjir adalah kondisi di 
mana terjadi genangan air di suatu wilayah akibat 
tingginya curah hujan, banjir juga dapat terjadi karena 
kiriman dari daerah yang lebih tinggi. Oleh karena itu, 
salah satu faktor alami yang sangat mempengaruhi 
terjadinya banjir adalah curah hujan (Aziza et al., 
2021). Curah hujan dapat mempengaruhi waktu 
tanam di daerah monsunal dan tidak mempengaruhi 
waktu tanam di daerah ekuatorial (Aditya, 2021). 
Berikut ini peta curah hujan 2018-2022. 

 

 
Gambar 5. Curah Hujan Kalimantan Barat 2024 

Pada Gambar 5 menunjukkan curah hujan 
Kalimantan Barat tahun 2024 yang memberikan 
Gambaran bahwa curah hujan di Kalimantan tidak 
merata. Wilayah timur khususnya Kabupaten Kapuas 
Hulu memiliki curah hujan yang tinggi, berbanding 
dengan wilayah pesisir yang cenderung memiliki 
curah hujan yang rendah. 

Wilayah yang memiliki curah hujan tinggi 
dipengaruhi oleh topografi, seperti contohnya 
Kabupaten Kapuas Hulu yang dimana memiliki 
pegunungan dan perbukitan serta banyak badan air 
mengakibatkan kelembaban yang tinggi, kelembaban 
udara yang tinggi ini menjadi uap air yang melimpah 
dan menjadi awan hujan kapan saja. 
 
3.5. Permukiman dan Lahan Terbangun 

Kalimantan Barat 
Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 2011 

tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, 
pemukiman dan lahan terbangun adalah bagian dari 
lingkungan hunian yang terdiri dari lebih dari satu 
satuan perumahan yang memiliki prasarana, sarana, 
dan utilitas umum serta memfasilitasi kegiatan fungsi 

lain di kawasan perkotaan atau perdesaan. Kawasan 
permukiman adalah lingkungan tempat tinggal yang 
terdiri dari lebih dari sekedar bangunan atau 
perumahan (Zazilatur et al., 2018). Pemukiman dan 
lahan terbangun adalah satu kesatuan fungsional 
karena pembangunan permukiman dan lahan 
terbangun  harus berlandaskan pemukiman yang 
menyeluruh, yang berarti tidak hanya membangun 
secara fisik, tetapi juga membangun prasarana 
lingkungan, sarana umum, dan fasilitas sosial 
(Nasution, 2019). Permukiman kumuh dapat menjadi 
sebab terjadinya banjir umumnya permukiman 
kumuh dikelompokkan menjadi tiga yaitu kumuh 
ringan, kumuh sedang, dan kumuh berat berdasarkan 
dari beberapa aspek seperti sarana dan prasarana, 
fisik, sosial, dan ekonomi (Fitria & Setiawan, 2014). 
Berikut ini merupakan luasan Permukiman dan lahan 
terbangun Provinsi Kalimantan Barat.  

Tabel 6. Luas Permukiman dan Lahan Terbangun 
No Kabupaten Luas (ha) 
1 Bengkayang 5.454,14 
2 Kapuas Hulu 4.486,26 
3 Kayong Utara 2.032,78 
4 Ketapang 9.244,67 
5 Kota Pontianak 7.489,56 
6 Kota Singkawang 4.181,80 
7 Kubu Raya 11.258,80 
8 Melawi 2.853,58 
9 Sambas 8.833,30 

10 Sanggau 6.004,10 
11 Sekadau 2.612,31 
12 Sintang 6.142,42 
13 Mempawah 4.524,92 
14 Landak 2.529,80 

Total 77.648,44 
Sumber: Bappeda Prov Kalbar, 2024 
 

Pada Tabel 6 menunjukkan permukiman dan lahan 
terbangun Provinsi Kalimantan Barat memiliki total 
luasan 77.648,44 ha. Sebaran permukiman dan lahan 
terbangun tersebut terdiri dari 14 (empat belas) 
Kabupaten dan Kota. Permukiman dan lahan 
terbangun yang memiliki luasan terbesar 
berdasarkan hasil analisis berdasarkan data 
permukiman dan lahan terbangun Kalimantan Barat 
2023 berada di Kabupaten Sintang yang memiliki 
luasan permukiman dan lahan terbangun sebesar 
11.258,8 ha, dan Kabupaten Kayong Utara yang 
memiliki luasan permukiman dan lahan terbangun 
yang terkecil dengan memiliki luasan sebesar 
2.032,78 ha. Berikut ini Peta permukiman dan Lahan 
Terbangun Provinsi Kalimantan Barat. 

Pada Gambar 6 diketahui bahwa kawasan 
permukiman dan lahan terbangun Kalimantan Barat 
banyak tersebar di wilayah pesisir dikarenakan 
permukiman terkonsentrasi di sepanjang garis pantai 
barat, terutama di sekitar Kota Pontianak, Kota 
Singkawang, dan beberapa wilayah di Kabupaten 
Sambas, Bengkayang, dan Kubu Raya. Ini 
mencerminkan kepadatan penduduk yang lebih tinggi 
di wilayah pesisir dibandingkan dengan pedalaman, 
bagian pedalaman Kalimantan Barat, terutama di 
wilayah Kapuas Hulu dan Melawi, distribusi 
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permukiman lebih jarang, menunjukkan populasi 
yang lebih tersebar dan lebih sedikit pembangunan. 

 

 
Gambar 6. Peta Permukiman dan Lahan Terbangun 

3.6. Wilayah Permukiman Rawan Banjir 
Kalimantan Barat 

Permukiman dan lahan terbangun merupakan 
unsur yang memiliki peran khusus bagi kelangsungan 
hidup masyarakat (Anwar et al., 2022). Bencana 
banjir sering terjadi pada musim penghujan yang 
dapat mengakibatkan banyak kerusakan (Putra et al., 
2021). Banjir memiliki banyak dampak yang buruk 
bagi wilayah permukiman seperti contohnya merusak 
akses jalan yang biasa digunakan masyarakat sebagai 
jalur transportasi sehari-hari (Nurdiantoro & 
Arsandrie, 2020). Berikut ini persentase wilayah 
rawan banjir Kalimantan Barat. 

Tabel 7. Wilayah Rawan Banjir Kalimantan Barat 
No Kelas Skor Luas % 
1  Tidak Rawan 0  7.320.903,98  49,71  
2 Rendah 1 3.550.625,16 24,11 
3 Sedang 2 2.072.459,95 14,07 
4 Tinggi 3 1.783.791,87 12,11 

Total 14.703.328,96 100 
Sumber: Hasil Analisis, 2024 

 
Pada Tabel 7 diketahui bahwa Hampir setengah 

wilayah Kalimantan Barat termasuk ke wilayah rawan 
banjir dengan persentase 50,29% termasuk pada 
wilayah rawan banjir dari kelas rendah sampai tinggi. 
Sedangkan 49,71% termasuk pada wilayah tidak 
rawan banjir. Gambar 7 merupakan peta rawan banjir 
Kalimantan Barat.  

Pada Gambar 7 diketahui Sebagian besar wilayah 
pesisir, termasuk Kota Pontianak, Kubu Raya, 
Mempawah, Sambas, dan sebagian besar wilayah 
Ketapang, menunjukkan risiko rawan banjir yang 
tinggi, ini disebabkan oleh topografi yang datar dan 
ketinggian yang rendah di wilayah-wilayah tersebut. 
Area di sekitar Bengkayang, Sanggau, dan Kapuas 
Hulu memiliki risiko banjir yang bervariasi antara 
tinggi, sedang dan rendah, menandakan adanya 
potensi banjir tetapi dengan intensitas yang lebih 
rendah dibandingkan dengan wilayah pesisir. 

 

 
Gambar 7. Rawan Banjir Kalimantan Barat 

Bencana banjir yang melanda kawasan 
permukiman menjadi permasalahan yang dapat 
mengganggu aktivitas sehari-hari dari masyarakat, 
berikut ini merupakan luasan permukiman rawan 
banjir Kalimantan Barat.  

Tabel 8. Wilayah Permukiman Rawan Banjir Kalimantan 
Barat 

No Kelas Luas 
1 Rendah 21.578,79 
2 Sedang 23.347,14 
3 Tinggi 24.838,65 

Luas 69.764,58 
Sumber: Hasil Analisis, 2024 

 
Pada Tabel 8 menunjukkan bahwa wilayah 

permukiman rawan banjir pada Provinsi Kalimantan 
seluas 69.764,58 ha atau 90% dari wilayah 
permukiman dan lahan terbangun di Kalimantan 
Barat. Hanya 7.753,14 ha wilayah permukiman yang 
tidak berada di wilayah rawan banjir.  
 
3.7. Kejadian Banjir Kalimantan Barat 5 Tahun 

Terakhir (2018-2022) 
Kejadian banjir yang cukup parah Banjir yang 

terjadi di Kalimantan Barat sering terjadi setiap 
tahunya, berikut ini merupakan tabel titik dan pola 
terjadi banjir di Provinsi Kalimantan Barat dalam 5 
tahun terakhir (2018-2022). 

Tabel 9. Titik dan Pola Banjir Kalimantan Barat 2018-2022 

Kabupaten/Kota 
Tahun 

2018 2019 2020 2021 2022 
Bengkayang 6 1 5 8 0 
Kapuas Hulu 6 1 12 7 1 
Kayong Utara 0 0 0 0 0 
Ketapang 1 0 8 2 0 
Kota Pontianak 0 0 0 0 0 
Kota Singkawang 0 1 0 0 1 
Kubu Raya 3 1 1 0 0 
Melawi 4 1 4 1 0 
Sambas 8 1 1 0 0 
Sanggau 4 4 6 3 0 
Sekadau 3 5 1 0 0 
Sintang 2 0 3 0 0 
Mempawah 0 1 1 0 0 
Landak 9 3 6 3 0 

Total 46 19 48 24 2 
Sumber: Data Informasi Bencana Indonesia 
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Pada Tabel 9 Kejadian bencana banjir yang terjadi 
di Provinsi Kalimantan Barat dalam 5 tahun terakhir 
sebanyak 139 titik kejadian di seluruh 14 
Kabupaten/Kota. Berdasarkan titik lokasi banjir yang 
diperoleh dari data informasi bencana Indonesia 
(dibi) bahwa titik banjir dalam 5 tahun terakhir paling 
banyak terjadi di Kabupaten Kapuas Hulu dengan 
total 27 kejadian, dan untuk Kabupaten Kayong Utara 
dengan 0 kejadian. Berikut hasil peta pola sebaran 
titik banjir 5 tahun terakhir (2018-2022). 

 

 
Gambar 8. Titik Pola Banjir Kalimantan Barat 2018-2022 

Pada Gambar 8 titik banjir dalam kurun waktu 5 
tahun terakhir di Provinsi Kalimantan Barat tersebar 
di seluruh 14 Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan 
Barat. Titik banjir yang terjadi dalam 5 tahun terakhir 
mulai dari tahun 2018, 2019, 2020, 2021, dan 2022 
jumlah titik setiap tahunya selalu membentuk pola 
berbeda-beda, berdasarkan data yang diperoleh dari 
dibi (data informasi bencana Indonesia). Informasi 
peta titik kejadian banjir 5 tahun (2018-2022) 
memberikan informasi untuk perencanaan mitigasi 
bencana khususnya banjir, pengelolaan sumber daya 
alam, serta untuk merencanakan pembangunan pada 
daerah-daerah yang rentan akan bencana banjir.  

Kejadian banjir di Provinsi Kalimantan Barat dari 
tahun 2018-2022 memiliki pola kejadian yang sama 
yaitu berada pada wilayah yang memiliki elevasi yang 
rendah dilihat pada Gambar 11. Pola kejadian banjir 
dalam lima tahun terakhir terakumulasi pada 
Kabupaten Kapuas Hulu disebabkan karena pada 
wilayah yang terjadi banjir berada pada elevasi yang 
rendah. Titik banjir yang terjadi di wilayah Kapuas 
Hulu ini konsisten dengan data curah hujan tinggi 
yang ditunjukkan pada Gambar 4, 5, 6, 7, dan 8 yang 
menunjukkan curah hujan yang tinggi pada Kapuas 
Hulu tahun 2018-2022. 

Pola kejadian banjir di Kabupaten Sambas, 
Bengkayang, dan Kota Singkawang (Wilayah Barat) 
terjadi karena elevasi rendah di sepanjang pantai 
barat. Wilayah Sanggau, Sintang, dan Sekadau terjadi 
juga beberapa kejadian banjir, tetapi intensitasnya 
lebih tersebar dibandingkan dengan wilayah barat 
dan timur. 

Wilayah dengan elevasi rendah cenderung terjadi 
banjir, terutama di sepanjang dataran rendah dan 

lembah sungai, yang merupakan lokasi yang rawan 
banjir karena air cenderung mengalir dan 
menggenang di area ini. Banjir juga terjadi di daerah 
dengan elevasi menengah, yang disebabkan oleh 
curah hujan yang tinggi dan saluran air yang 
tersumbat. 

Pola kejadian banjir di Provinsi Kalimantan Barat 
terjadi di berbagai wilayah dengan kecenderungan 
lebih tinggi di daerah dengan elevasi rendah dan 
curah hujan yang tinggi. Kabupaten Kapuas Hulu 
secara khusus menunjukkan pola banjir yang 
berulang setiap tahun, yang menunjukkan kerawanan 
terhadap banjir, selain itu juga diperlukannya upaya 
mitigasi banjir terhadap wilayah yang rawan 
terjadinya banjir. 

Berbagai strategi mitigasi seperti sosialisasi dan 
simulasi kebencanaan berbasis masyarakat di wilayah 
rawan banjir seperti Desa Temiang Kapuas, yang 
terbukti meningkatkan kesiapsiagaan warga 
(Supraningsih et al., 2023). Dari sisi adaptasi fisik, 
konsep rumah lanting atau rumah apung di tepian 
Sungai Melawi menjadi bentuk adaptasi aktif dan pasif 
masyarakat terhadap pasang surut air sungai (Putro & 
Zain, 2021). Secara spasial, daerah bahaya banjir di 
sub-DAS Sepauk dan Tempunak diidentifikasi 
meningkat karena perubahan tata guna lahan dan 
elevasi rendah di sekitar sempadan sungai (Auliyani, 
2017). Berbagai kajian juga menunjukkan relevansi 
pendekatan teknologi, seperti pemanfaatan citra 
radar dan machine learning terhadap prediksi banjir 
di Kalimantan (Bioresita et al., 2022; Mosavi et al., 
2019), serta integrasi kearifan lokal dalam 
meningkatkan ketahanan komunitas di wilayah 
Kapuas (Putro & Zain, 2021). 

 
4. KESIMPULAN 

Kalimantan Barat merupakan daerah yang 
memiliki karakteristik rawan banjir dengan curah 
hujan yang tinggi sepanjang tahun, hutan hujan tropis 
dan rawa gambut yang terhampar. Sedangkan pola 
permukiman di Kalimantan Barat pada umumnya 
sejak dahulu kala berada di sekitar bantaran sungai. 
Kondisi ini tentunya menunjukkan bahwa 
permukiman di Kalimantan Barat berada pada daerah 
yang rawan banjir cukup tinggi. Karakteristik 
permukiman yang dominan di daerah pesisir dan 
bantaran sungai merupakan salah satu penyebab 
sering terjadinya banjir di permukiman Kalimantan 
Barat. Salah satu bentuk kemampuan adaptasi 
masyarakat Kalimantan Barat dalam menghadapi 
banjir adalah konstruksi rumah panggung. Perubahan 
tutupan lahan dan tata guna lahan dari hutan menjadi 
non hutan beberapa dekade ini tentunya akan 
meningkatkan kerawanan banjir di permukiman. 
Perubahan penataan kawasan permukiman yang 
tidak adaptif terhadap fenomena bencana banjir 
tentunya memperparah intensitas, durasi dan luasan 
banjir pada permukiman. 

Luas Permukiman dan lahan terbangun 
Kalimantan 101.149,58 ha dengan area rawan banjir 
terhadap permukiman dan lahan terbangun sebesar 
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92.963,72 ha, yang artinya 92% permukiman dan 
lahan terbangun Kalimantan Barat termasuk dalam 
kawasan rawan banjir, hanya 8.185,82 ha kawasan 
permukiman dan lahan terbangun Kalimantan Barat 
tidak berada di daerah rawan banjir. 

Beberapa upaya strategi mitigasi menghadapi 
banjir pada permukiman antara lain 1) sosialisasi dan 
simulasi kebencanaan berbasis masyarakat di wilayah 
rawan banjir untuk meningkatkan kesiapsiagaan 
warga; 2) Konsep rumah lanting atau rumah apung di 
bantaran Sungai menjadi bentuk adaptasi aktif dan 
pasif masyarakat terhadap pasang surut air sungai. Di 
samping itu, 3) pengintegrasian kearifan lokal dalam 
meningkatkan ketahanan dan kemampuan adaptasi 
komunitas di wilayah permukiman rawan bencana 
banjir sedang – tinggi. Penelitian ini juga 
menghasilkan peta kerawanan bencana banjir guna 
memprioritaskan upaya pencegahan dan 
perlindungan wilayah yang rawan banjir untuk 
memastikan pembangunan yang berkelanjutan di 
masa depan Kalimantan Barat. 
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